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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui terkait dengan penerapan merit
system berdasarkan kompetensi pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong; kompetensi pegawai yang
dipengaruhi dari penerapan merit system; hambatan penerapan merit system pada
Pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif
analisis. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian
ini dilakukan di Kota Sorong Papua Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan merit system berdasarkan kompetensi pegawai di Kota Sorong
khususnya pada Dinas PMPTSP belum sepenuhnya berjalan lancar berdasar pada
kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan dari atasan atau pemerintah kota,
keterbatasan waktu dan fokus, tidak ada rencana pengembangan kompetensi yang
jelas hingga masalah dari resistensi perubahan.

Kata Kunci: Merit System, Kompetensi, Dinas PMPTSP
ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of a merit system based on
employee competency at the Sorong City Investment and One Stop Integrated
Services Service; employee competency which is influenced by the implementation
of the merit system; obstacles to implementing the merit system in the Sorong City
Government, especially the Investment and One-Stop Integrated Services
Department. The method used is qualitative and descriptive analysis. Research
data was obtained through observation and interviews. This research was
conducted in Sorong City, Southwest Papua. The results of the research show that
the implementation of a merit system based on employee competency in Sorong
City, especially in the PMPTSP Service, has not fully run smoothly based on lack
of resources, lack of support from superiors or city government, limited time and
focus, no clear competency development plan and problems with resistance to
change.
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PENDAHULUAN

Merit system merupakan suatu
pendekatan atau sistem yang saat ini di
gunakan oleh pemerintah untuk menilai,
menghargai & mempromosikan
pegawai berdasarkan dari prestasi,
kompetensi, kualifikasi, serta kontribusi
pegawai (Suryanto dan Darto 2020).
Didalam konteks organisasi saat ini
merit system memungkinkan
penghargaan dan promosi berdasarkan
keberhasilan dan kinerja individu,
bukan  berdasarkan  faktor-faktor
tertentu seperti nepotisme, favoritisme
dan diskriminasi (Ismail 2019).

Merit system dapat melibatkan
berbagai metode penilaian, seperti
penilaian Kinerja berdasarkan tujuan
yang telah ditetapkan, ulasan Kkinerja
dari atasan, partisipasi dalam proyek
penting, keterampilan khusus, atau hasil
tes dan evaluasi lainnya yang relevan.
Jika seorang pegawai dianggap telah
mencapai prestasi yang luar biasa,
mereka mungkin akan mendapatkan
penghargaan, insentif, atau promosi
(Juliani 2019).

Namun, penting untuk menyadari
bahwa meskipun dalam merit system
memiliki kelebihan dalam menghargai
kinerja yang baik dan mendorong
motivasi individual atau organisasi,
merit system perlu juga
diimplementasikan dengan transparansi
dan keadilan (Berthanilla 2019).

Penerapan  merit  system di
Indonesia diatur berdasarkan UU

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN), dimana dalam
pasal satu (1) menyebutkan bahwa merit
system vyaitu penyelenggaraan sistem
manajemen ASN sesuai dengan prinsip
meritokrasi.

Dalam penerapan sistem merit
berdasarkan kompetensi, ada beberapa
prinsip dan langkah yang umumnya
diikuti, (1) Identifikasi kompetensi yang
relevan untuk pekerjaan tertentu adalah
langkah awal yang penting. Kompetensi
ini dapat mencakup suatu kualifikasi
pendidikan,  keterampilan  teknis,
keterampilan  dalam interpersonal,
kepemimpinan, kreativitas, dan lainnya.
(2) Mengukur sejauh mana seorang
pegawai memenuhi atau melebihi
standar yang ditetapkan untuk pekerjaan
tertentu. Ini bisa dilakukan melalui
evaluasi kinerja, uji kompetensi, tes,
atau wawancara. (3) Melakukan
pelatihan dan pengembangan yang
sesuai untuk membantu pegawai
mencapai standar yang diharapkan. (4)
Memberikan promosi, pengakuan, dan
penghargaan diberikan kepada individu
berdasarkan kinerja dan pencapaian
mereka  yang  relevan  dengan
kompetensi pekerjaan. (5) Menjaga
transparansi dalam proses penilaian dan
promosi agar pegawai merasa bahwa
penilaian berdasarkan pada kriteria
yang adil dan objektif dan yang ke (6)
Sistem merit berdasarkan kompetensi
harus dievaluasi secara berkala untuk
memastikan bahwa standar tetap
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relevan dengan tuntutan pekerjaan dan
lingkungan kerja yang berubah (Rares
dan Ogotan 2018).

Untuk menjalankan Visi Kota
Sorong yaitu “Terwujudnya Kota
Sorong sebagai Kota Termaju di Tanah
Papua”,  Kepala  Daerah  perlu
merencanakan pengembangan
kompetensi pegawai demi mewujudkan
ASN vyang berkualitas  dengan
menguasai dan  mampu  dalam
menyelesaikan  setiap  tugas dan
tanggungjawab sesuai kompetensinya.
Peran kepala daerah sangat penting
dalam menciptakan program kerja dan
inovasi dalam membangun daerah,
tetapi untuk menjalankan  setiap
program pemerintah  dibutuhkan
pegawai yang memiliki kompetensi
dibidangnya.

Berdasarkan data kepegawaian di
Dinas PMPTSP, masih ada problem
yang  perlu  diperhatikan  dan
dikembangkan oleh Kepala Daerah
secara umum dan Kepala Dinas secara

khusus yang berkaitan dengan
pengembangan ilmu dan pengetahuan,
intelektual diri sebagai pendidikan

yang formal, keterampilan kerja dalam

hal ini diklat struktural, diklat teknis

seperti pelatihan, penataran,
pengalaman dalam masa Kerja,
pengalaman dari jabatan dalam

memimpin sampai dengan sikap atau
ettitude.

Pegawai Dinas PMPTSP
sebaiknya memperoleh haknya dari
pengembangan  kompetensi  yang

paling sedikit 20JP (Jam Pelajaran)
dalam satu tahun. Proses ini sesuai
dengan himbauan pemerintah dengan
merancangkan sebuah konsep
transformasi pengembangan
kompetensi menuju Merdeka Belajar
bagi ASN. Oleh karena itu untuk
menjadikan Indonesia negara maju
dengan  birokrasi  yang  baik,
dibutuhkan ASN yang memiliki
kontribusi dan kemampuan dalam
menghadapi  tantangan di  era
globalisasi. ~ Pengembangan  dari
kompetensi pegawai merupakan hal
penting yang seharusnya menjadi
perhatian khusus dari pemerintah
khususnya Kepala Daerah.

Berikut adalah data Pegawai
Dinas PMPTSP yang dituangkan
dalam tabel.1.

Tabel.1 Data Pegawai Dinas PMPTSP

No. Nama Jabatan Jumlah Jumlah
Pegawai  JP/1 Tahun
1  Kepala Dinas 1: Orang -
2 Sekretaris Dinas 1: Orang -
3 Kasubag. Umum 1: Orang -
4  Kasubag. Keuangan 1: Orang -
5  Kasubag. Bagian Penyusunan Program 1: Orang -
6  Kabid. Perencanaan & Pengembangan Iklim Investasi 1: Orang -
7  Kasie. Perencanaan Penanaman Modal 1: Orang -
8 Kasie. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1: Orang -
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9  Kasie. Promosi Penanaman Modal 1: Orang -
10  Kabid. Pengendalian & Pelaksanaan Penanaman Modal  1: Orang -
11  Kasie. Pemantauan & Pelaksanaan Penanaman Modal 1: Orang -
12 Kasie. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 1: Orang -
13  Kasie. Pengolahan Data & Sistem Informasi 1: Orang -
14  Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 1: Orang -
15 Kasie. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A/l 1: Orang -
16  Kasie. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/Il 1: Orang -
17  Kasie. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A/l 1: Orang -
18  Kabid. Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan 1: Orang -
19  Kasie. Pengaduan & Informasi Layanan 1: Orang -
20  Kasie. Kebijakan & Penyuluhan Layanan 1: Orang -
21  Kasie. Pelaporan & Peningkatan Layanan 1: Orang -
22  Pelaksana 2: Orang -
Sumber: (Dinas PMPTSP)
KAJIAN PUSTAKA sebagai bagian yang dapat

Konsep dari merit system adalah
penggabungan dari pendekatan analisa
kosa kata, teori motivasi & modifikasi
perilaku merupakan dasar sistem merit.
Sistem merit disebutkan  sebagai
pengelolaan SDM yang berdasar pada
suatu prestasi, yaitu kumpulan perilaku
kerja dari seorang pegawai pada suatu
instansi, yang berpengaruh terhadap
turun naiknya penghasilan maupun karir
dan jabatan pegawai dari instansi terkait
(Chairiah et al. 2020). Cerminan konsep
merit system adalah faktor dari prestasi
kerja pegawai yang merupakan bagian
dari sistem dan fokus utama merit system
adalah  untuk  memperbaiki  dan
meningkatkan  prestasi  kerja dari
pegawai (Permana dan Taufik 2023).
Penghargaan atau reward berupa
tunjangan Kkinerja atau posisi/jabatan
akan diberikan kepada pegawai, jika
prestasi  bersangkutan baik atau
meningkat, sedangkan untuk pegawai
yang prestasi kerjanya buruk maka akan
diberikan punishment berupa
pemotongan tukin atau tidak diberikan
kenaikan  jabatan. Reward dan
punishment diterima oleh seseorang

mempengaruhi perilaku kerja (Faiz,
Larasati, dan Afrizal 2021).

Dalam UU No. 20 Tahun 2023
menyebutkan bahwa Merit System
adalah penyelenggaraan sistem
manajemen ASN sesuai yang dengan
prinsip meritokrasi. Meritokrasi adalah
sistem yang menekankan kemampuan
seseorang dalam menduduki jabatan
tertentu, tanpa melihat latar belakang
etnik, koneksi, dan status sosial mereka.
Sistem merit manajemen Sumber Daya

Manusia  merupakan  kompetensi,
kualifikasi, perencanaan kinerja
pegawai, penempatan, perekrutan,
penggajian, pengembangan, promosi,
retensi,  disiplin  serta  pension.

(Kemendikbud 2021).

Menurut Boulter et al. (dalam
Rosidah, 2003:11), kompetensi ialah
karakter dasar diri seseorang Yyang
memungkinkan mengeluarkan kinerja
tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.
Dapat dilihat diatas, makna dari
kompetensi merupakan bagian dari
kepribadian seseorang yang melekat
pada perilaku yang dapat diprediksi
dengan berbagai keadaan dan tugas
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pekerjaan yang dikerjakan. Prediksi
siapa yang kurang baik & baik dapat
diukur dari kriteria maupun standar yang
dipergunakan.

Penyusunan dari analisis
kompetensi  sebagian besar untuk
pengembangan  Karier, tetapi dalam
menentukan tingkat kompetensi
dibutuhkan cara untuk mengetahui
efektivitas  tingkat  kinerja  yang
diharapkan. Menurut Boulter et al.
(dalam  Rosidah, 2003:11) level
kompetensi adalah sebagai berikut:
keterampilan, pengetahuan, peran
sosial, citra diri, sifat & motif.
Keterampilan merupakan kemampuan
untuk melaksanakan tugas dengan baik
misalnya  seorang  editor  video.
Pengetahuan adalah informasi yang
dimiliki untuk bidang khusus (tertentu),
misalnya  bahasa dari  program
komputer. Peran Sosial merupakan
sikap dan nilai yang dimiliki dan
ditunjukkan dalam masyarakat,
misalnya: seorang pemimpin. Citra diri
merupakan cara pandangan orang
terhadap diri sendiri, merekflesikan
identitas, contoh : melihat diri sendiri
sebagai seorang ahli. Motif merupakan
dorongan seseorang secara konsisten
berperilaku. (Yuliana 2022).

hal peningkatan kemampuan dari
SDM, sedangkan  motif dalam
kompetensi terlihat dalam diri sesorang,
sehingga tidak dapat dinilai dan
dikembangkan.Cara  efektif  yaitu
memilih karakteristik tersebut dalam
proses seleksi. Adapun konsep diri dan
peran sosial terletak di antara keduanya
& dapat dirubah melalui pelatihan dan
juga psikoterapi meskipun memerlukan
waktu yang lama (Firmadani 2022).

Standar kompetensi yang
digunakan menurut Peraturan Kepala
BKN Nomor 07 Tahun 2013 tentang

pedoman penyusunan standar
kompetensi  manajerial,  Peraturan
Kepala BKN No 8 Tahun 2013 tentang
pedoman perumusan standar

kompetensi teknis PNS dan pengertian
dari para ahli yang dikemukakan, karena
jenis kompetensi yang dijelaskan lebih
spesifik ~ dan  berkaitan  dengan
permasalahan yang ada vyaitu: (1)
Kompetensi Manajerial untuk Jabatan
Struktural ~ dengan  aspek  dari
ketrampilan konseptual dan ketrampilan
diri. (2) Kompetensi Teknis untuk suatu

Pengetahuan dari kompetensi Jabatan Fungsional dengan aspek
relatif lebih mudah dikembangkan, Tehnical Skill.
seperti dengan program pelatihan dalam
| SDM_Aparatur |

ﬁ Kompetensi (Pemangku Jabatan) n

Kompetensi Manajerial
(Perka BKN No 7 Tahun 2013)

Kompetensi Teknis
(Perka BKN No 8 Tahun 2013)

SDM Aparatur yang Kompeten
sesuai dengan
L) Nio. 20 Tahun 2023

Gambar.1 Kerangka Pikir
Sumber: UU No. 20 Tahun 2023
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METODE

Metode yang digunakan deskriptif-
analitik, yaitu penelitian yang memakai
pola penggambaran keadaan fakta
empiris yang disertai dengan sebuah

argumen yang relevan. Kemudian
hasilnya dianalisis untuk menarik
kesimpulan yang bersifat analitik

(Wahyudin 2017). Metode deskriptif
digunakan untuk menggambarkan fakta

dari  Merit  System  berdasarkan
kompetensi pegawai pada Dinas
PMPTSP Kota Sorong. Lokasi

penelitian ini dilaksanakan di Dinas
PMPTSP Kota Sorong Papua Barat
Daya.

Dalam pengumpulan data yang
optimal, untuk mempermudah agar data
penelitian tersebut terkumpul secara
lengkap di lapangan, maka Teknik
pengumpulan data yang akan digunakan
adalah library Research dan Field
Research, suatu  metode yang
dipergunakan untuk memperoleh data
secara langsung di lapangan (Wahyudin
2017).

Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis kualitatif. Setiap data
yang diperoleh dari penulusuran
menggunakan suatu wawancara dan
dokumentasi, kemudian akan diolah dan
disajikan dengan sistematis, sejalan
dengan pertanyaan penelitian yang
kemudian dilakukan analisis secara
kualitatif yaitu dengan menggambarkan
keadaan subyek atau obyek.

Untuk melakukan pengujian dari
pada kredibilitas data, maka dilakukan

dengan cara pegujian secara berulang,
selanjutnya data akan dicocokan dari
berbagai sumber. Selain itu dilakukan
reduksi data, yaitu data yang sudah
terkumpul akan dirangkum, dengan cara
memilih data yang diperlukan dan tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di Dinas
PMPTSP, penerapan dari sistem merit
berdasarkan kompetensi belum
sepenuhnya dengan
kualifikasi yang dipersyaratkan.

Dinas PMPTSP Kota Sorong
belum dapat melaksanakan setiap tugas
pokok dan fungsi secara efisien dan
optimal melalui penerapan berdasarkan
sistem merit khususnya pengembangan
kompetensi bagi setiap pegawainya. Hal
ini dapat dilihat bahwa pengembangan
kompetensi  bagi  pegawai  perlu
direncanakan dengan baik agar tercipta
yang dapat

sesuai suatu

suatu organisasi
memberikan dampak secara
menyeluruh  bagi Pemerintah Kota
Sorong, khususnya Dinas PMPTSP.
Perencanaan  dari  pengembangan
kompetensi perlu dilakukan pemerintah
untuk meningkatkan mutu & kualitas
dari pegawai.

Pemerintah daerah dapat
memberikan peluang yang seluas-
luasnya kepada setiap pegawai dengan

melibatkan dalam kegiatan
pengembangan  kompetensi  seperti
pelatithan,  pendidikan, = workshop,

seminar, kuliah umum, bimtek dan
pengembangan lain dalam mendukung
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perkembangan potensi dari pegawai
guna mendukung kelancaran dan
kemajuan instansi pada pemerintah

daerah.

Adapun problem yang dihadapi
Dinas PMPTSP  adalah  belum
efektifnya proses menganalisis
kebutuhan dari pengembangan
kompetensi yang dikaitkan dengan
kebutuhan organisasi, yang

menyebabkan program kerja dari
organisasi yang seharusnya berjalan
efektif menjadi sedikit lambat. Hal lain
juga yang menjadi problem adalah
pengembangan kompetensi

belum dengan arah

pengembangan pembangunan daerah

pegawai
sesuai tujuan
dan kebutuhan pokok peningkatan
kualitas pelayaan publik. Minimnya
anggaran yang diberikan menjadi
masalah yang cukup serius karena
anggaran terfokus pada pembelian
ATK/barang dan kebutuhan kantor
lainnya.

Pembahasan terfokus pada aspek
dalam menganalisis kebutuhan dari
pengembangan kompetensi pegawai
dan jenis pengembangan kompetensi
apa yang baik untuk mendukung
capaian  kinerja  pegawai, serta
ketersediaan dan alokasi anggaran yang
sesuai dalam rangka peningkatan
kompetensi. Tujuan yang  diharapkan
dari permasalahan ini yaitu peningkatan
profesionalisme pegawai dalam
menuntaskan tanggungjawab  setiap
program kerja pada Dinas PMPTSP.

Pengembangan kompetensi
pegawai pada Pemerintah Kota Sorong,

khususnya Dinas PMPTSP masih
berfokus pada kompetensi manajerial/
diklat struktural, dibanding
pengembangan kompetensi teknis atau
diklat teknis. Pemerintah Kota Sorong,
Dinas PMPTSP belum
sepenuhnya melakukan analisis
kebutuhan pengembangan kompetensi

pegawai. Sebaiknya pemerintah kota

khususnya

sorong mendata jumlah kebutuhan dan
memberikan peluang lebih kepada
pegawai untuk mengembangkan potensi
teknisnya sesuai dengan UU No. 20
Tahun 2023 tentang ASN yang
menyatakan bahwa kompetensi ASN itu
terdiri dari kompetensi manajerial,
teknis, dan sosio kultural.

Untuk menentukan porsi yang
sesuai dengan kebutuhan pegawai
dibutuhkan perencanaan yang matang
dengan melakukan analisis kebutuhan
yang kemudian disesuaikan dengan
kondisi anggaran daerah. Sehingga
dalam satu tahun anggaran dapat
dialokasikan dalam rangka
pengembangan kompetensi. Kebijakan
tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal
203 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, dan PP Nomor 17
Tahun 2020 tentang perubahan

manajemen PNS bahwa setiap PNS
berhak mendapatkan pengembangan
kompetensi paling sedikit 20 JP (Jam
Pelajaran) per Tahun.

Salah satu hal penting lain yaitu
kaitan model pengembangan dari
kompetensi untuk mendukung capaian
setiap kinerja ASN dalam menentukan
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Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Capaian dari tujuan
pembangunan dan kinerja pelayanan
publik di daerah perlu didukung oleh
SDM yang berkompeten. Pemerintah

Kota Sorong melalui Dinas PMPTSP

dapat mendesain sebuah kebijakan
maupun program kegiatan
pengembangan  kompetensi  sesuai
kebutuhan.

Dari data Dinas PMPTSP Kota
Sorong terlihat bahwa jumlah pegawai
masih di dominasi oleh Perempuan
dengan jumlah 13 Orang dan laki-laki
9 Orang vyang 21 diantaranya
menduduki jabatan Struktural,
sedangkan 2 Orang adalah staf atau
pegawai pelaksana. Dari jumlah
tenaga teknis ini, mereka dibantu oleh
beberapa tenaga honorer. Sebagian
besar Pegawai (ASN) maupun honorer
berpendidikan Strata 1 (S1). Dari data
yang diperoleh, sejumlah Pejabat
belum memperoleh pendidikan dan
pelatinan (Diklat Struktural) yang
mengakibatkan jabatan struktural pada
Dinas PMPTSP dipegang/dijabat oleh
pejabat yang belum memenuhi standar
persyaratan kompetensi manajerial
sebagai syarat jabatan yang ditetapkan
untuk jabatan tersebut. Pegawai
pelaksana maupun teknis juga masih
sangat kurang dalam mengikuti Diklat

Teknis yang diperlukan  untuk
pengembangan kompetensi
keterampilan ~ yang  berhubungan

langsung dengan bidang tugasnya.
Hal ini dapat dilihat bahwa
sebagian pegawai masih  kurang

berpengalaman karena memiliki masa
kerja kurang dari sepuluh tahun.
Kurangnya kompetensi dari sebagian
pegawai  menunjukan  rendahnya
kemampuan dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawab terutama
pada saat proses pengambilan
keputusan. Kualitas pegawai akan
terukur ketika memiliki tanggung
jawab dan memiliki peran yang
kongkrit dalam menyelesaikan setiap
pekerjaan.

Pemerintah Kota Sorong
khususnya Dinas PMPTSP perlu
mengambil langkah kongkrit dalam
menyiapkan ASN yang berkompeten,

apalagi dengan perkembangan
teknologi dan inovasi, dibutuhkan
ASN yang memiliki kemampuan

dalam mengoprasikan setiap teknologi
dan paham akan program kerja yang
yang menjadi prioritas utama.
Pengembangan kompetensi
pegawai  dengan  proses  yang
berkelanjutan  dalam  peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kerja pegawai agar dapat mencapai
kinerja yang lebih baik sesuai dengan

tuntutan dari pekerjaan.
Pengembangan kompetensi pegawai
dapat dilakukan melalui berbagai
metode dan program. Beberapa
langkah pengembangan kompetensi
pegawai yang dapat disiapkan
Pemerintah:

1. ldentifikasi Kebutuhan

Kompetensi. Dinas PMPTSP Kota
Sorong melalui bagian sekretariat
dapat melakukan analisis
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kebutuhan  kompetensi  untuk
mengetahui keterampilan apa yang
dibutuhkan oleh organisasi dan
melakukan identifikasi perbedaan
antara keterampilan yang dimiliki
saat ini oleh pegawai dengan
keterampilan yang dibutuhkan
untuk jangka yang Panjang.
Penilaian Kinerja.
Mengidentifikasi area-area yang
perlu ditingkatkan oleh setiap
pegawai dengan pemahaman yang
lebih baik tentang kekuatan dan
juga kelemahan pegawai sehingga
pemerintah  dapat merancang
program pengembangan yang
lebih efektif & efisien.
Perencanaan Pengembangan.
Bagian  sekretariat membuat
rencana pengembangan individu
untuk setiap pegawai berdasarkan
dari hasil analisis kebutuhan &
penilaian kinerja serta tentukan
sasaran pengembangan yang jelas,
terukur dan terstruktur.

Pelatihan dan Pengembangan.
Pelatihan atau proses
pengembangan kompetensi dapat
disiapkan oleh Pemerintah Kota
yang sesuai dengan kebutuhan
individu dan organisasi serta
penggunaan  berbagai metode
pelatihan seperti pelatihan
langsung,  pelatihan  online,
mentoring, dan kursus pendek.
Kolaborasi dan Berbagi
Pengetahuan. Atasan perlu
mendorong kolaborasi diantara
pegawai baik atasan maupun

bawahan untuk berbagi
pengetahuan dan pengalaman
yang didukung dengan
memfasilitasi pertukaran
informasi  dan  keterampilan
melalui sesi kolaboratif.
Pemberdayaan yang Mandiri.
Instansi memberikan akses ke

pegawai untuk mengikuti
pelatihan mandiri yang
memungkinkan mereka sendiri
dapat mengembangkan

keterampilan mereka sendiri serta
dorongan dari atasan untuk terlibat
dalam pembelajaran mandiri dan
mengambil  tanggung  jawab
terhadap pengembangan pribadi
pegawai.

Evaluasi dan Umpan Balik.
Atasan dapat melakukan evaluasi
secara berkala untuk menilai
efektivitas program-program
pengembangan dan mendapatkan
umpan balik dari pegawai untuk
membantu memahami kemajuan
dan mengidentifikasi setiap area
tempat kerja.

Integrasi dengan perencanaan
karier.

Peran atasan dalam
Menghubungkan pengembangan

kompetensi  pegawai  dengan
perencanaan  karir  pegawai.
Membantu pegawai

mengembangkan jalur karir yang
jelas dan berhubungan dengan
pengembangan keterampilan dari
pegawai.
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9. Pemantauan dan Penyesuaian.
Atasan melakukan pemantauan
perkembangan dari pegawai dan
menyesuaikan rencana
pengembangan jika diperlukan,
serta melakukan berbagai revisi

program pengembangan secara
berkala untuk  mencocokkan
dengan perubahan kebutuhan

organisasi dan individu.

Penting juga untuk diingat bahwa
pengembangan kompetensi pegawai
bukan hanya tanggung jawab dari
Kepala Daerah maupun BKPSDM,
tetapi juga merupakan tanggung jawab
bersama antara pegawai pada Satker
pembina.

KESIMPULAN

ASN terus dituntut  untuk
meningkatkan kualitas dan potensi agar
dapat mewujudkan target dan tujuan
dari organisasi melalui perencanaan
yang lebih matang dalam
mengembangan kompetensi bagi setiap
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